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PENETAPAN
Nomor 2524/Pdt.G/2022/PA.Tbn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan
perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 17 Mei 1999 umur 23 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXxXX XXXxx, tempat kediaman di
KABUPATEN TUBAN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 09 Mei 1995 umur 27 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di
KABUPATEN TUBAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka

sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2022

telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Tuban, Nomor 2524/Pdt.G/2022/PA.Tbn tanggal 21 November 2022

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Februar
2021, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA XXXXXXXXX XXXX,
XXXXXXXXX XXXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 078/48/11/2021 tertanggal
28 Februari 2021 dan pada saat pernikahan berlangsung Penggugat
berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai
suami istri dengan mengambil tempat di rumah Penggugat selama kurang
lebih 1 tahun 9 bulan (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak
laki-laki, bernama NAMA ANAK umur 1 tahun Kelahiran Tuban 04 November
2021 saat ini anak tersebut ikut Penggugat;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi
sejak Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang disebabkan
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- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat
karena semua penghasilan Tergugat digunakan untuk kepentingan
Tergugat sendiri;

- Tergugat juga telah menjalin cinta dengan Perempuan lain yang bernama
Vina Penggugat mengetahui dari chating mesra Tergugat dengan
Perempuan tersebut bahkan Tergugat juga sering memukul Penggugat;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 17
November 2022 Penggugat dan Tergugat meninggalkan rumah Tergugat dan
masing-masing tinggal diumah orangtuanya dialamatkan tersebut diatas
akibatnya sejak tanggal 17 November 2022 Penggugat dan Tergugat terjadi
pisah tempat tinggal selama 4 har, dan Penggugat dan Tergugat juga sudah
tidak melakukan hubungan suami istri selama 2 bulan;

5. Bahwa, 1(satu) anak laki-laki bemama NAMA ANAK umur 1 tahun Kelahiran
Tuban 04 November 2021, saat ini tinggal bersama Penggugat, namun
Penggugat merasa kwatir jika Tergugat minta hak asuh anak tersebut
sedangkan Tergugat tidak pernah peduli terhadap tumbuh kembang anak
tersebut, dan Penggugat sebagai seorang Ibu mempunyai kasih sayang
layaknya seorang ibu terhadap anak, maka sangat patut bila Penggugat yang
berhak memelihara anak tersebut daripada Tergugat yang tidak bertangung
Jawab terhadap tumbuh kembang anak tersebut;

6. Bahwa, 1(satu) anak laki-laki bemama NAMA ANAK umur 1 tahun Kelahiran
Tuban 04 November 2021, membutuhkan seorang ibu yang dapat
memelihara mengasuh dan bertangungjawab terhadap tumbuh kembang
anak tersebut, maka sangat beralasan dan patut bila Penggugat yang
ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan hak pemeliharaan anak
tersebut;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya
pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan
dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak
sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon
agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per
bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai
anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh)
persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat
telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
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9. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah
memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit
dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan
(berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut
Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang
Pengadilan Agama Tuban;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, gugatan Penggugat agar Ketua
Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT) ;

3. Menetapkan 1(satu) anak anak laki-laki bemama NAMA ANAK umur 1 tahun
Kelahiran Tuban 04 November 2021dalam asuhan dan Pemeliharaan
Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah)
anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 (tujuh) di atas sejumlah
Rp.1.000.000 ( Satu Juta Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui
Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut
dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10
(sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat
dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah
berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat
untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Faruq
Abdil Haq, S.HI.,M.HI, Mediator Pengadilan Agama Tuban, yang menyatakan

mediasi antara para pihak telah gagal;
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Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan
jawaban secara lisan tanggal 12 Desember 2022 selengkapnya tertuang dalam
berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjuthya pada sidang tanggal 02 Januari 2023 Penggugat
mengajukan pencabutan perkaranya, dan Tergugat menyatakan menyetujuinya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita
acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar
penetapan ini ;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya
adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.
Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat

diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusah mendamaikan Penggugat, dan

Tergugat kemudian menyatakan mencabut perkaranya,;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut

perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-272 Ruv.

(Reglement op de burgerlijke rechsvordering), oleh karenanya pencabutan perkara

tersebut patut dikabulkan;
Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada
Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut

dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang
kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009,
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil

syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;
MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2524/Pdt.G/2022/PA.Tbn dicabut;
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3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp

895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami  Drs. llyas sebagai
Ketua Majelis, Drs. Juaini, S.H dan Drs. lhsan masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh Fakhrur Rozi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. llyas
Hakim Anggota Hakim Anggota
Drs. Juaini, S.H Drs. Ihsan
Panitera Pengganti,
Fakhrur Rozi, S.H.
PERINCIAN BIAYA PERKARA
1. PNBP
a. Pendaftaran Rp. 30.000,-
b. Panggilan Pertama P Rp. 10.000,-
c. Panggilan Pertama T Rp. 10.000,-
d. Redaksi Rp. 10.000,-
Biaya Proses Rp. 75.000,-
Panggilan Rp. 750.000,-
4. Meterai Rp. 10.000,-
5
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Jumlah Rp. 895.000,-

delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah
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